
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesiaNomor5063};

3. Undang-UndangNomor40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional; (LembaranNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4456);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan. Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4438);

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor1821);

Mengingat

bahwa untuk memberikan pedoman kepada fasilitas
kesehatan tingkat pertama milikpemerintah daerah dalam
memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta
Jaminan KesehatanNasionalperlu menetapkan Peraturan
Bupati Lampung Tengah tentang Petunjuk Pelayanan
Kesehatan, Pengelolaandan Pemanfaatan Dana Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kabupaten
LampungTengah.

Menimbang

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

PETUNJUK PELAYANAN KESEHATAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI PUSKESMAS

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 0;. A TAHUN 2017

TENTANG

BUPATI LAMPUNG TENGAH



13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 ten tang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 255);

11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang
Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Adminstrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

BABI
KETENTUANUMUM

Pasall

PERATURANBUPATITENTANGPETUNJUKPELAYANAN
KESEHATAN,PENGELOLAANDANPEMANFAATANDANA
JAMINANKESEHATANNASIONAL(JKN)DI PUSKESMAS
KABUPATENLAMPUNGTENGAH.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor
9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun
2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor
17 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor
13);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan dan
Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan
Kesehatan Nasional;



16. Rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang
bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas untuk keperluan
observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.

15. Puskesmas rawat inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan
dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan
operatif terbatas maupun perawatan sementara di ruangan rawat inap
dengan tempat tidur.

14. Puskesmas adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah
Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

13. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP
adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan
perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi,
diagnosis, perawatan, pengobatan dan /atau pelayanan kesehatan lainnya.

12. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan
untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

11. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK­
SKPDadalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
SKPD.

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA­
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPDyang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPDsebagai dasar
penyusunan APBD.

8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat
yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Lampung Tengah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD
dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
SKPD atau unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada
prinsip efisensi dan produktifitas.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/ barang.

5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah.



a. Administrasi pelayanan;
b. Pelayanan promotif dan preventif;
c. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
d. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;
e. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
f. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
g. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama;
h. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis.

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas merupakan pelayanan kesehatan non
spesialistik yang meliputi:

Pasa13

(2) Pelayanan kesehatan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif,
pelayanan kebidanan dan Pelayanan Kesehatan Darurat Medis, termasuk
pelayanan penunjang yang meliputi pemeriksaan laboratorium sederhana
dan pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1) Fasilitas kesehatan tingkat pertama harus menyelenggarakan pelayanan
kesehatan secara komprehensif.

Pasal2

BABII

RUANGLINGKUPPELAYANANKESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

21. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan
kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah
pe1ayanan kesehatan yang diberikan.

20. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka
kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa
memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat
BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional.

18. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah
jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat
pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan
dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar
iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

17. Rawat inap tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang
bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas rawat inap, untuk
keperluan observasi, perawatan, diagnosis pengobatan dan atar pe1ayanan
medis lainnya, dimana peserta dan atau anggota keluarganya dirawat inap
paling sedikit 1 (satu) hari.



a. Administrasi pelayanan, meliputi biaya administrasi pendaftaran peserta
untuk berobat, penyediaan dan pemberian surat rujukan ke Faskes
lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di Faskes tingkat
pertama;

b. Pemeriksaan,pengobatan,dan konsultasi medis;
c. Premedikasi;
d. Kegawatdaruratanoro-dental;

Pelayanan kesehatan gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d,
meliputi :

Pasal6

a. Administrasi pelayanan, meliputi administrasi pendaftaran peserta untuk
berobat, penyediaan dan pemberian surat rujukan ke fasilitas kesehatan
lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di Puskesmas;

b. Pelayanan promotif preventif, meliputi kegiatan penyuluhan kesehatan
perorangan, imunisasi dasar, keluarga berencana, skrining kesehatan;

c. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
d. Pelayanan kesehatan gigi;
e. Pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui dan bayi;
f. Upaya penyembuhan terhadap efek samping kontrasepsi;
g. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;
h. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, termasuk pi! dan kondom

untuk pelayanan Keluarga Berencana;
1. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama

pemeriksaan darah sederhana (hemoglobin,apusan darah tepi, trombosit,
leukosit, hematokrit, eosinofil,eritrosit, golongandarah, laju endap darah,
malaria), urin sederhana (warna, berat jenis, kejernihan, ph, leukosit,
eritrosit), feses sederhana (benzidintest, mikroskopikcacing),gula darah
sewaktu;

J. Pemeriksaan penunjang sederhana lain yang dapat dilakukan di
Puskesmas;

k. Pelayananambulan;
1. Pelayananrujuk balikdari fasilitaskesehatan lanjutan;
m. PelayananProgramRujukBalik
n. Pelaksanaan prolanisdan home visit.

Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama meliputi :

Pasal5

Bagian Kedua

Rawat Jalan Tingkat Pertama

Jenis pemeriksaan, pengobatan, konsultasi medis, tindakan medis non
spesialistik, baik operatif maupun non operatif, pelayanan obat dan bahan
medis habis pakai serta pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium
tingkat pertama yang dilakukan di Puskesmas harus sesuai dengan Panduan
Praktik Klinik dari Standar Kompetensi Dokter Indonesia.

Pasal4



a. Administrasi pelayanan, meliputi biaya administrasi pendaftaran peserta
untuk berobat, penyediaan dan pemberian surat rujukan ke fasilitas
kesehatan lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di
Puskesmas;

b. Pemeriksaan,pengobatan, dan konsultasi medis;
c. Perawatandan akomodasidi ruang perawatan;
d. Tindakanmedis keciljsederhana olehdokter ataupun paramedic;
e. Persalinan per vaginamtanpa penyulitmaupun dengan penyulit;
f. Pemeriksaanpenunjang diagnostikselamamasa perawatan;
g. Pelayananobat dan bahan medis habis pakai selamamasa perawatan;
h. Pelayanantransfusi darah sesuai indikasimedis.

RawatInap TingkatPertamadilakukan di Puskesmas rawat inap meliputi :

Pasal8

BagianKetiga
RawatInap TingkatPertama

PelayananAmbulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k dilakukan
dengan persyaratan sebagaiberikut :
a. Pelayanan ambulan merupakan pelayanan transportasi pasien rujukan
dengan kondisi tertentu (gawatDarurat), antar fasilitas kesehatan, disertai
dengan upaya atau menjaga kestabilan kondisi pasien dengan tujuan
penyelamatannyawapasien;

b. Kondisi pasien yang memerlukan pelayanan Ambulan sesuai indikasi
berdasarkan rekomendasimedisdokter yangmerawat; .

c. Pelayanan ambulan hanya diberikan untuk rujukan antar faskes, dari
faskes tingkat pertama ke faskes rujukan;

d. Pelayanan ambulan yang tidak dijamin adalah pelayanan yang tidak sesuai
ketentuan diatas termasuk:
1)Jemput pasien dari selain Faskes (Rumah,Jalan, LokasiLain)
2)Mengantarpasien ke selain Faskes
3)Rujukan Parsial (antar jemput pasien atau specimen dalam rangka
mendapatkan penunjang atau tindakan, yang merupakan rangkaian
perawatan pasien di salah satu Faskes).

4)Ambulanjmobiljenazah
5)Pasien rujuk balik rawat jalan

Pasal7

e. Pencabutan gigi sulung (topikal, infiltrasi);
f. Pencabutan gigipermanen tanpa penyulit;
g. Obat pasca ekstraksi;
h. Tumpatan kompositj GIC;
1. Skelling;
J. Pelayanan gigilain yang dapat dilakukan di faskes tingkat pertama sesuai

Panduan PraktikKlinik(PPK)dari PDGI.



(3) Besar kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan NormaKapitasi yang ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga
dan fasiltas yang dimilikifasilitas kesehatan sebagaiberikut :
a. Ada dokter umum 2 orang atau lebih, ada dokter gigi, ada bidarr/

perawat/ perawat gigi, ada pelayanan obat, ada laboratorium sederhana
dibayar sebesar Rp.6.000,- (enarnribu rupiah).

(2)Pembayaran dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di Puskesmas sesuai data dari
BPJSKesehatan.

(1)BPJS Kesehatan me1akukan pembayaran dana kapitasi untuk biaya
pelayanan RawatJalan TingkatPertama (RJTP)di Puskesmas.

Pasal12

Pengaturan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana JKN ditujukan bagi
Puskesmas yang belummenerapkan PolaPengelolaanKeuanganBLUD.

Pasal 11

BABIII
PENGELOLAANDANAJKN

BagianKesatu
Umum

(2) Untuk melaksanakan kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sarna antara praktik bidan
dengan Puskesmas, dan diketahui olehDinas.

(1) Dalarn rangka pemberian pelayanan kebidanan kepada peserta di wilayah
kerjanya, Puskesmas dapat bekerja sarna dengan praktik bidan dengan
persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasall0

(2) Dalarn hal diperlukan pelayanan penunjang selain sarana penunjang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dapat diperolehmelalui rujukan ke
fasilitas penunjang lain.

(1) Puskesmas yang tidak memiliki sarana penunjang wajib membangun
jejaring dengan sarana penunjang.

Pasa19

Bagian Keempat

Jejaring Puskesmas



No Pemeriksaan Tarif Keterangan
1 PelayananRujukBalik

- PemeriksaanGDS Rp. 12.500,- Sesuai indikasimedis
- PemeriksaanGDP Rp. 12.500,- 1bulan 1kali
- PemeriksaanGDPP Rp. 12.500,- 1bulan 1 kali

2 Pelayanan Skrining
Kesehatan
- PemeriksaanIVA Rp. 25.000,-
- Pemeriksaanpapsmear Rp. 85.000,-

c. Tarifnon kapitasi pada RJTP:

b. TarifProtesaGigi:
1) Diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali atas indikasi medis

untuk gigi yang sama
2) Full prothesa gigimaksimalRo. 1.000.000,-
3) Masing-masingrahang maksimalRp. 500.000,-
4) Rincianper rahang adalah

1 sampai dengan 8 gigiRp. 250.000,-
9 sampai dengan 16 gigi Rp. 250.000,-

a. Tarif Pelayanan Ambulan sebesar Rp. 10.000,- x jarak tempuh (km),
minimal dibayar Rp. 100.000,- dengan jarak tempuh antara FKTPke
Rumah sakit rujukan sebagaimana tercantum pada lampiran II
Peraturan Bupati ini.

(2)Dana non kapitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penerimaan dana
berdasarkan tarifjenis pelayanan sebagai berikut :

(1)BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana non kapitasi pada jenis
pelayanan kesehatan tertentu yang dilaksanakan Puskesmas.

Pasal13

(5) Penerapan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen
Pelayanan diatur dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(4) Perubahan atas besaran kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Asosiasi Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung dengan BPJS Kesehatan.

b. Ada dokter umum 2 orang, ada bidanj perawatj perawat gigi, ada
pelayanan obat, ada laboratorium sederhana dibayar sebesar Rp. 5.500,­
(lima ribu lima ratus rupiah).

c. Ada dokter umum lorang, ada dokter gigi, ada bidanj perawatj perawat
gigi, ada pelayanan obat, ada laboratorium sederhana dibayar sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Ada dokter umum lorang, ada bidanj perawatj perawat gigi, ada
pelayanan obat, ada laboratorium sederhana dibayar sebesar Rp. 4.500,­
(empat ribu lima ratus rupiah).

e. Ada dokter gigi, ada bidanj perawatj perawat gigi, ada pelayanan obat,
ada laboratorium sederhana dibayar sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima
ratus rupiah).

f. Ada bidanj perawatj perawat gigi, ada pe1ayanan obat dan laboratorium
sederhana dibayar sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu lima ratus rupiah).



No Jenis Pelayanan Tarif (Rp)

1 Paket Rawat Inap per hari 120.000

2 Paket Persalinan pervaginam normal yang dilakukan
oleh:
a. Bidan 700.000
b. Dokter 800.000

3 Penanganan perdarahan paska keguguran, 950.000
persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi
dasar

4 Pelayanan tindakan paska persalinan di Puskesmas 175.000
PONED (mis. placenta manual)

5 Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan 125.000
dan neonatal

6 Penanganan komplikasi KB paska persalinan (misal 125.000
ekspulsi)

7 Pelayanan KBMOP/Vasektomi 350.000

d. Tarif non kapitasi pada RITP

No Pemeriksaan Tarif Keterangan
- Pemeriksaan GDS, GDP Rp. 12.500,-

dan GDPP
- Terapi Krio Rp. 150.000,- Untuk kasus IVAPositif

3 Jasa Kebidanan, Neonatal
danKB
- PaketANC Rp. 200.000,- - diberikan dalam

bentuk paket paling
sedikit 4 (empat) kali
pemeriksaan
- jenis pemeriksaan
sesuai dengan ketentuan
yang berlaku

- Pemeriksaan PNC Rp. 25.000,- - diberikan dalam
kurun waktu kunjungan
dengan ketentuan 2(dua)
kali kunjungan ibu nifas
dan neonatus pertama
dan kedua(KF1-KN1 dan
KF2-KN2), 1 (satu) kali
kunjungan neonatus
ketiga(KN3), serta 1
(satu) kali kunjungan ibu
nifas ketiga (KF3).

- Pemasangan atau Rp.100.000 -
pencabutan IUD /
implant

- Pelayanan suntik KB Rp. 15.000,- - Per kali suntik
- Pengentrian Form Rp.500,- - Per Lembar

Skringing Riwayat
Kesehatan Primer

4 Pengentrian Form Rp.500,- - Per Berkas
Skrining Riwayat
Kesehatan Primer



(3)Rekening Dana Kapitasi JKN Puskesmas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2)ditetapkan oleh Bupati.

(2)Bendahara Dana Kapitasi JKN Puskesmas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) membuka Rekening Dana Kapitasi JKN pada Bank Lampung
Cabang Bandarjaya.

(1)Bupati menetapkan Bendahara Dana Kapitasi JKN Puskesmas atas usul
Kepala Dinas melalui PPKD.

Pasal17

(2)Tata cara dan format penyusunan DPA-SKPDsebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

(1)Dinas menyu sun DPA-SKPDberdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD
tahun anggaran berkenaan.

Pasal16

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

(4)Tata cara dan format penyusunan RKA-Dinas disusun sesuai dengan
ketentuan perundang undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

(3)Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)dianggarkan pada RKA-Dinas.

(2)Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di
Puskesmas dan besaran kapitasi JKN sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.

(1)Kepala Puskesmas menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana
kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala Dinas.

Pasal15

Bagian kedua

Penganggaran

(3)BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana non kapitasi melalui
Rekening JKN Puskesmas selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja
setelah berkas diterima lengkap BPJS Kesehatan.

(2)BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi selambat­
lambatnya tanggal 15 pada setiap bulannya.

(1)Dana kapitasi dan non kapitasi dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan
kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN Puskesmas.

Pasal14



(3)Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

(2)Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan
dalam Laporan Keuangan Dinas dan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah.

(1)Kepala Puskesmas bertanggung jawab secara formal dan material atas
Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi JKN.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban

Pasal21

(2)PPK-SKPDdan PPKDmelakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja
Puskesmas berdasarkan SP2B.

(1)Berdasarkan SP3B Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat
(3) Kepala BPKADselaku BUDmenerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan
dan Belanja (SP2B)Puskesmas.

Pasal20

(4)SP3B Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk sisa dana
kapitasi yang belum digunakan pada tahun anggaran berkenaan.

(3)Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menyampaikan Surat Permintaan
Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B)Puskesmas kepada PPKD.

(2)Kepala Puskesmas menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan
belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas dengan
melampirkan surat pernyataan tanggung jawab.

(1)Bendahara Dana Kapitasi JKN Puskesmas mencatat dan menyampaikan
realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala Puskesmas.

Pasal19

(3)Dalam hal pendapatan dana kapitasi dan non kapitasi tidak digunakan
seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut
digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.

(2)Dana kapitasi dan non Kapitasi digunakan langsung untuk pelayanan
kesehatan peserta JKN di Puskesmas dan jaringannya.

(1)Pembayaran dana kapitasi dan non kapitasi dari BPJS Kesehatan
dilakukan melalui rekening Bendahara Dana Kapitasi JKN Puskesmas dan
diakui sebagai pendapatan.

Pasal18

(4)Rekening dana kapitasi JKN Puskesmas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2)merupakan bagian dari Rekening BUD.



Alokasi dana kapitasi dan non kapitasi untuk jasa pelayanan kesehatan dan
dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan setiap tahun
dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas dengan
mempertimbangkan:
a. Kebutuhan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target

kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan;dan
c. Besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah.

Pasal25

Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud
pada pasal 22 ditetapkan sebesar selisih dari besar dana kapitasi dan non
kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan
kesehatan.

Pasal24

(3)Jasa pelayanan dari penerimaan non kapitasi diatur sebagai berikut :
Jasa pelayanan dari pelayanan rawat inap sekurang-kurangnya 60% dari
jumlah klaim Puskesmas yang dibayar oleh BPJS Kesehatan;
a. Jasa pelayanan kebidanan oleh Puskesmas sekurang-kurangnya 75%
dari jumlah klaim pelayanan kebidanan yang dibayar oleh BPJS
Kesehatan;

b. Klaim Bidan Praktik Swasta yang menjadi jejaring Puskesmas, seluruh
yang dibayar BPJS (100%) untuk bidan penolong persalinan setelah
dipotong pajak;

c. Jasa pelayanan prothesa gigi sekurang-kurangnya 75% darijumlah klaim
pelayanan prothesa gigiyang dibayar oleh BPJS Kesehatan.

(2)Jasa pelayanan kesehatan dari penerimaan Kapitasi sekurang-kurangnya
60% dari penerimaan kapitasi Puskesmas.

(1)Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 22 meliputi jasa
pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan
dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan di Puskesmas.

Pasa123

Dana kapitasi dan non kapitasi yang diterima Puskesmas dimanfaatkan
seluruhnya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya
operasional pelayanan kesehatan.

Pasal22

Bagian Kesatu

Umum

BABIV

PEMANFAATANDANAJKN



(5) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memiliki masa
kerja:

a.5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai
5 (lima);

b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi
tambahan nilai 10 (sepuluh);

c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi
tambahan nilai 15 (lima belas);

(4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merangkap tugas
sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan
nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.

(3) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merangkap tugas
administratif, diberi nilai sebagai berikut:

a. Tambahan nilai 100 [seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas
sebagai kepala FKTP;

b. Tambahan nilai 50 (lima puluh], untuk tenaga yang merangkap tugas
sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan

c. Tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas
sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan
keuangan.

(2) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)huruf a, dinilai sebagai berikut:
a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh];

b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan [Ners], diberi nilai 100
(seratus);

c. tenaga kesehatan paling rendah Sl/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);

d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan,

diberi nilai 50 (lima puluh); dan
f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).

(1) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga
non kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) ditetapkan
dengan mempertimbangkan variabel:
a. jenis ketenagaan dan/ atau jabatan; dan

b. kehadiran.

Pasal26

Bagian Kedua

Jasa Pelayanan Kesehatan



(1)Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional
pelayanankesehatan dimanfaatkanuntuk:
a. biayaobat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
b. biayaoperasionalpelayanankesehatan lainnya

BagianKetiga

BiayaOperasionalPelayananKesehatan
Pasa127

(9) Contoh perhitungan jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh rnasing­
masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Keterangan:
Pers.entaseKehadiran: iumIah b!hecIran cIbIIi iumIah fierikeria delln 1 bulan

JumlahDana
X Jasa P@layanan

Total Jumlah Seluruh Point

x {

(8) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga
kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan
formulasebagaiberikut:

(7)Ketidakhadirankarena sakit danj atau penugasan kedinasan oleh pejabat
yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai
sebagaimanadimaksud pada ayat (6)huruf a.

(6)Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai
sebagaiberikut:
a. hadir setiap hari kerja, diberinilai 1 (satu)poinper hari; dan
b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi

sampai dengan7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu)poin.

d. 21 (dua puluh satu) tahun sarnpai dengan 25 (dua puluh lima) tahun,
diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan

e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua
puluh lima).



Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan
kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

Pasal28

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Dana Kapitasi untuk biaya
obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan biaya operasional
pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
tereantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(6) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak
tereantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal
terstandar dan fitofarmaka seeara terbatas, dengan persetujuan Kepala
Dinas.

(5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada
formularium nasional.

(4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh pemerintah dan
pemerintah daerah.

(3) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan
barang/ jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan
kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh SKPD dinas kesehatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf a, meliputi:

a. belanja barang operasional, terdiri atas:
1. pelayanan kesehatan dalam gedung;
2. pelayanan kesehatan luar gedung;
3. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;

4. bahan eetak atau alat tulis kantor;
5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;

6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/ atau
7. pemeliharaan sarana dan prasarana.



TADAERAHKABUPATENLAMPUNGTENGAHTAHUN2017 NOMORQ~:.A

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal \b JOlnUarl 2017

SEKRETARISDAERAH
KABUPATE AMPUNGTENGAH,

Ditetapkan eli Gunung Sugih
pada tanggal I~ ~nuar) 2017

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam. Berita Daerah Kabupaten Lampung
Tengah.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 09
Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelayanan Kesehatan, Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas
Kabupaten Lampung Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal30

BABVI

KETENTUANPENUTUP

(3)Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk meyakinkan
efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana
kapitasi.

(2)Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan
fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi sesuai
ketentuan yang berlaku.

(1)Kepala Dinas dan Kepala Puskesmas melakukan pengawasan secara
berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan non
kapitasi.

Pasa129

BABV
PENGAWASAN



1)AngkaKontak
Angka kontak merupakan indikator untuk mengetahui tingkat
aksesabilitas dan pemanfaatan pelayanan primer di FKTPoleh
Peserta berdasarkan jumlah peserta JKN (per nomor identitas
peserta) yang mendapatkan pelayanan kesehatan di FKTP per
bulan baik di dalam gedung maupun di luar gedung tanpa
memperhitungkan frekuensi kedatangan peserta dalam satu
bulan.

4. Pelaksanaan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen
pelayanan dinilai berdasarkan pencapaian indikator yang meliputi:

3. Perjanjiankerjasama antara BPJSKesehatan dengan FKTPmengenai
penerapan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen
pelayanan pada FKTP dilaksanakan setelah adanya kesepakatan
bersama antara BPJSKesehatandengan Dinas Kesehatan.

Terhadap Puskesmas, Rumah Sakit KelasD Pratama, klinik pratama,
praktik dokter, atau fasilitas kesehatan yang setara, akan dilakukan
setelah terjadi kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan FKTP
atau selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2017, kecuali bagi FKTP
yang ditetapkan sebagai FKTP kawasan terpencil dan sangat
terpencil.
Dalam penetapan FKTP kawasan terpencil dan sangat terpencil

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

2. Penerapan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen

pelayanan pada FKTPdilaksanakan sebagai berikut:

1. Pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmenpelayanan pada
FKTPmerupakan bagian dari pengembangan sistem kendall mutu
pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektifitaspenyelenggaraanpelayanan kesehatan.

A. Ketentuan Umum

PEMBAYARAN KAPITASI BERBASIS PEMENUHAN KOMITMEN PELAYANAN
(KBKP)PADAFASILITASKESEHATANTINGKATPERTAMA

Lampiran I : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : 03. A Tahun 2017
Tanggal: It" aaullari 2017



5. Khusus bagi Puskesmas, terdapat indikator tambahan dalam

pemenuhan komitmen pelayanan untuk mengetahui penyelenggaraan

kegiatan promotif preventif di Puskesmas dengan fokus pada kegiatan

kunjungan rumah yang dilakukan dalam bentuk pendekatan keluarga
untuk mencapai program Indonesia sehat pada semua keluarga di
wilayah kerja Puskesmas tanpa melihat peserta JKN atau bukan
peserta JKN melalui pendekatan keluarga, yaitu mengunjungi setiap
keluarga di wilayah kerja, diharapkan Puskesmas dapat menangani
masalah-masalah kesehatan dengan pendekatan siklus hidup (life

cycle).

Dalam rangka meningkatkan dan memudahkan akses pelayanan

luar gedung, tenaga FKTP harus memiliki data peserta yang

terdaftar di FKTP untuk melalrukan perencanaan pelayanan luar

gedung.

2) Rasio Rujukan Rawat Jalan Non Spesialistik

Rasio Rujukan Rawat Jalan Kasus Non Spesialistik (RRNS)

merupakan indikator untuk mengetahui kualitas pelayanan di

FKTPsehingga sistem rujukan terselenggara sesuai indikasi medis

dan kompetensi FKTP.

Jumlah rujukan rawat jalan kasus nonspesialistik adalah jumlah

Peserta yang dirujuk dengan diagnosa yang termasuk dalam jenis

penyakit yang menjadi kompetensi dokter di FKTP sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan

kesepakatan antara BPJS Kesehatan, FKTP,Dinas Kesehatan dan

Organisasi Profesi dengan memperhatikan kemampuan pelayanan

FKTPdan progresifitas penyakit yang merupakan keadaan khusus

pasien danJ atau kedaruratan medis, serta dituangkan secara

tertulis dalam perjanjian kerjasama.

3) Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung ke FKTP

Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung ke FKTP (RPPB)

merupakan indikator untuk mengetahui kesinambungan

pelayanan penyakit kronis yang disepakati oleh BPJS Kesehatan

dan FKTPterhadap peserta Prolanis.

Jumlah Peserta Prolanis rutin berkunjung ke FKTPadalah jumlah

peserta JKN yang terdaftar dalam Prolanis (per nomor identitas

peserta) yang mendapatkan pelayanan kesehatan di FKTP per

bulan, baik di dalam gedung maupun di luar gedung, tanpa

memperhitungkan frekuensi kedatangan peserta dalam satu

bulan.



BUPATILAMPUNGTENGAH,

6. Penilaian terhadap pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen
pelayanan dilakukan setiap bulan.

7. Pembayaran kapitasi atas pemenuhan target indikator komitmen
pelayanan dimulai pada bulan ke-4 sejak penerapan pembayaran
kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan. Penyesuaian
pembayaran kapitasi akan dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian
pencapaian indikator komitmenpelayanan.

8. Ketentuan batas waktu pembayaran kapitasi dan ketentuan pembayaran
kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Bagi FKTPdi wilayah tertentu dengan kondisi khusus, dimungkinkan
diberikan penyesuaian (standar indikator) melalui proses usulan dari
Kantor Cabang dan DivisiRegionalsetelah berkoordinasi dengan Dinas
Kesehatan serta telaahan dan persetujuan manajemenBPJSKesehatan.

Terhadap pencapaian indikator tambahan tersebut, Puskesmas akan

memperoleh kompensasi dalam bentuk pelatihanj workshop] seminar
untuk meningkatkan kompetensidanj atau performaPuskesmas.
Pelaksanaan kegiatan terkait indikator tambahan berupa kunjungan
rumah tersebut diatur melalui Petunjuk Teknis Program Indonesia
Sehat Dengan Pendekatan Keluarga yang ditetapkan oleh Menteri
Kesehatan.
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A. BELANJABARANGOPERASIONAL
1. Belanja Obat

Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obat untuk
pelayanan kesehatan kepada semua pasien yang mendapatkan
pe1ayanan kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP milik Pemerintah
Daerah.
Contoh belanja:
Paracetamol (Tab, Syrup), Amoksisillin (Tab, Syrup), Antacida (Tab,
Syrup), CTM (Tab), Alopurinol (Tab), Asam Askorbat/Vit C (Tab),
Captopril (Tab), Deksamethason (Tab), Asam Mefenamat (Tab), Lidokain,
dan lain-lain.

2. Belanja Alat Kesehatan
Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja alat kesehatan untuk
pelayanan kesehatan, alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan
laboratorium di FKTPmilik Pemerintah Daerah.
Contoh belanja:
Dental unit, stebilisator, stetoskop, tensi meter, tabung gas oksigen,
gunting, bejana pemeriksaan, labu pemeriksaan lab, pinset, dan lain­
lain.

3. Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja bahan medis habis pakai
yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan
laboratorium) di FKTPmilik Pemerintah Daerah.
Contoh belanja:
Kasa pembalut/perban, reagen, dan lain-lain.

4. Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung
Lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien
termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif
dan rehabilitatif di FKTPmilik Pemerintah Daerah.
Contoh belanja:
Konsumsi untuk penyuluhari/ sosialisasi, transport (bagi peserta
pertemuan, narasumber), uang harlan bagi narasumber, konsumsi
rapat, biaya petugas piketfjaga (honor lembur + uang makan), dan lain­
lain.

5. Pelayanan Kesehatan Luar Gedung
Lingkup Pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang
bersifat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta
kunjungan rumah pada peserta JKN dalam penyelenggaraan program
JKN,
Contoh belanja:
Uang transport, uang harlan petugas dalam kunjungan rumah,
konsumsi penyuluhan/ sosialisasi, transport dan honor narasumber
pada penyuluhan/ sosialisasi dan lain-lain.

6. Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling
Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan
puskesmas keliling (pusling) sehingga pusling selalu siap dan dalam
kondisi prima sehingga optimal dalam pelayanan kesehatan.

PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI

Lampiran IV: Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : (J). A Tahun 2017
Tanggal: It., JDlDUarl 2017



BUPATILAMPUNGTENGAH,

B. BELANJAMODAL
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Berkaitan Langsung Dengan

PelayananKesehatan
Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan
prasarana di FKTPmilik pemerintah daerah yang berkaitan langsung
maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTPmilik
pemerintah daerah pemerintah daerah.
Contohbelanja:
Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen, lemari
arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama,
pembuatan billboard,pembuatan pagar FKTP,dan lain lain.

7. Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor
Lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat
tulis kantor yang diperlukan FKTP Milik Pemerintah Daerah dalam
memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
Contoh belanja:
Cetak family folder, belanja alat tulis kantor, computer supplies, tinta
printer, cetak leaflet, brosur, poster, dan lain-lain.

B. Administrasi,KoordinasiProgramdan Sistem Informasi
Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi,
koordinasi program dan pelaksanaan sistem informasi dalam
pelaksanaan pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN).
Contoh belanja:
Transport, uang harlan, honor panitia pengadaan dan penerima barang,
konsumsi, meterai, perangko, hardware dan software sistem informasi
(komputer, laptop), mouse, printer, langganan internet, LCD,dan lain­
lain.

9. PeningkatanKapasitas Sumber DayaManusiaKesehatan
Ruang Lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan
kemampuanJpeningkatan kapasitas SDM petugas di FKTP milik
pemerintah daerah.
Contohbelanja:
Transport, uang harlan, biaya penginapan, biaya paket
pelatihan/kursus, honor narasumber, konsumsi, dan lain-lain.

10.PemeliharaanSarana dan Prasarana
Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan
prasarana FKTPmilik pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan
kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN.
Contohbelanja:
Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu,
pengecetan FKTP, perbaikan saluran airJwastafel, biaya tukang,
penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC,perbaikan
dan pengecatan pagar FKTP,servicealat kesehatan, dan lain-lain.

Contoh belanja:
Bahan Bakar Minyak (BBM),penggantian oli, penggantian suku cadang
pusling, service berkala dan pemeliharaan kendaraan puskesmas
keliling, dan lain-lain.
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